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ABSTRAK

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa
Barat yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Indeks resiko bencana
di daerah ini mencapai kedua tertinggi di Propinsi Jawa Barat. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kapasitas masyarakat dalam
menghadapi resiko bencana tanah longsor, khususnya di wilayah
pengamatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Jayapura
Kecamatan Cigalontang dan Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiyang,
Kabupaten Tasikmalaya. Metoda yang digunakan adalah metoda survey
dengan mewawancarai 30 orang responden yang tinggal di areal
berpotensi longsor, kemudian hasil wawancara diklarifikasi dengan
observasi lapangan. Kapasitas masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu
kapasitas individu dan kapasitas lembaga. Kapasitas individu diukur dari
aspek pengetahuan, kearifan local dan rencana aksi, sedangkan kapasitas
lembaga diukur dari aspek kepemimpinan, fasilitasi dan informasi kearifan
local. Penilaian kapasitas menggunakan pendekatan scoring dari parameter
yang dikembangkan, sesuai pedoman Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Tahun 2008. Kemudian scoring rata-rata diklasifikasikan menjadi
lima klas, yaitu sangat buruk (nilai <20), buruk (nilai 20-39), cukup (nilai 40-
59), baik (60-79) dan sangat baik (nilai >80). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kapasitas individu dalam menghadapi resiko bencana tanah longsor
mencapai nilai 63,0%, atau berada dalam kategori baik,sedang kapasitas
lembaga mencapai nilai 42,95%, atau masih dalam kategori cukup. Aspek
pengetahuan individu sangat baik (>80%), namun aspek kearifan local dan
aspek rencana aksi masih perlu ditingkatkan, sedang aspek kepemimpinan
dari lembaga dinilai cukup (55%), namun aspek fasilitasi dan informasi
kearifan local masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Bencana Tanah Longsor, kapasitas masyarakat, Kabupaten
Tasikmalaya

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa
Barat yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Hal ini tidak hanya
disebabkan oleh tingginya curah hujan yang memudahkan terjadinya pelapukan
sehingga tanah menjadi gembur, juga disebabkan tingginya kepadatan penduduk
dan kondisi geografis yang rata-rata berbukit dan berlembah (Utomo, 2014).
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Tempo.co. (2014) menempatkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah rawan
bencana tertinggi urutan kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Garut. Disisi
lain, pada tahun 2013 BNPB dengan mengacu pada indeks resiko bencana tanah
longsor, menempatkan Kabupaten Tasikmalaya pada urutan ke 60 dari 497
kabupaten/kota yang ada di Indonesia, dengan skor 24 (BNPB, 2014). Sedangkan
pada tahun 2011, yang waktu itu masih menggunakan indeks rawan bencana
tanah longsor, menempatkan Kabupaten Tasikmalaya pada urutan ke 31 dari 179
kabupaten/kota yang dilakukan penilaian, dengan skor 42 (tinggi) (BNPB, 2011).

Resiko bencana tanah longsor adalah kerugian yang ditimbulkan apabila
terjadi bencana tanah longsor pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
(Bakornas PB, 2006). Kerugian tersebut dapat berbentuk kematian, luka,sakit,
kehilangan harta, benda termasuk kerusakan lingkungan. Menurut data laporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun
2014, sepanjang tahun 2013 sudah terjadi 165 kali dan pada tahun 2014 sudah
terjadi sebanyak 161 kali kejadian tanah longsor. Sodikin (2016) melaporkan
kerugian bencana tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016
mencapai 6 Miliar.

Terkait dengan resiko bencana, pemerintah telah menargetkan
menurunkan indeks resiko sebesar 30% pada tahun 2019 (BNPB, 2016). Salah
satu cara untuk menurunkan indeks resiko bencana adalah dengan
meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan teori Resiko = ancaman x
kerentanan / kapasitas (BNBP, 2008). Kapasitas adalah kemampuan masyarakat
untuk menghadapi situasi tertentu, dalam hal ini menghadapi resiko tanah
longsor. Pengertian lebih lengkap, kapasitas adalah penguasaan terhadap
sumberdaya, teknologi, cara dan kekuatan yang memungkinkan mereka untuk
mempersiapkan  diri, mencegah, menjinakkan, @ menanggulangi, dan
mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman bencana (BNPB, 2013).

Kapasitas merupakan elemen dari kerentanan, dengan meningkatkan
kapasitas berarti juga mengurangi kerentanan sekaligus mengurangi resiko
bencana. Semakin tinggi ancaman bahaya maka semakin tinggi resiko yang akan
diterima, demikian pula semakin tinggi kerentanan masyarakat maka semakin
tinggi pula resiko yang akan ditanggung, sebaliknya semakin tinggi kapasitas
masyarakat maka semakin rendah resiko yang akan diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu untuk menyusun kebijakan lebih lanjut, terutama dalam rangka
mengambil tindakan untuk mengurangi resiko bencana yang lebih besar maka
diperlukan pemetaan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah
longsor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kapasitas
masyarakat dalam menghadapi resiko bencana tanah longsor, khususnya di
wilayah penelitian.
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METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan tahun 2015 di dua desa yaitu Desa Jayapura Kecamatan
Cigalontang dan Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiyang, Kabupaten
Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Adiministrasi Kabupaten Tasikmalaya (BPS Kabupaten
Tasikamalaya, 2016)

Data dan Pengambilan Data

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan metode survey, observasi lapangan, wawancara
mendalam dengan para pihak. Responden sebanyak 30 orang dipilih secara
purposif dari masyarakat yang tinggal di areal berpotensi longsor di masing-
masing desa yang telah ditentukan.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer terkait aspek pengetahuan individu masyarakat, antara lain kondisi
tempat tinggal, tanda-tanda bencana, hujan; aspek kearifan local, antara lain
deteksi dini dan keberadaan lembaga local; dan aspek rencana aksi, antara lain
aktivitas ketika bencana terjadi dan jalur evakuasi; aspek kepemimpinan, antara
lain pembinaan/penyuluhan, pembuatan peta, pemasangan tanda-tanda, peran
saat ada bencana, dan peran pasca bencana; aspek fasilitasi, antara lain
penyediaan jalur evakuasi dan peringatan dini. Data sekunder yang dikumpulkan
terkait dengan kejadian tanah longsor, kependudukan dan data pendukung
lainnya.
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Pengolahan dan Analisa Data

Kapasitas masyarakat terhadap bencana dibedakan menjadi dua, yaitu
kapasitas individu dan kapasitas lembaga (Nugraha, dkk., 2001). Kapasitas
individu dilihat dari aspek pengetahuan; aspek kearifan local; dan aspek rencana
aksi. Sedangkan kapasitas lembaga dilihat dari aspek kepemimpinan; aspek
fasilitasi; dan aspek informasi kearifan local. Kepada responden diberi
pertanyaan terkait dengan masing-masing aspek. Setiap pertanyaan diberi skor,
jawaban ada atau tahu diberi skor 1, jawaban tidak ada/ tidak tahu diberikan
skor 0. Apabila semua (100%) responden menjawab ada/tahu maka nilainya 100
x 1 =100, sehingga nilai tertinggi 100 dan terendah 0. Untuk menghitung tingkat
kapasitas individu atau lembaga didekati dari nilai rata-rata dari jawaban.
Kemudian nilai rata-rata diklasifikasikan menjadi lima klas, yaitu sangat buruk
(nilai <20), buruk (nilai 20-39), cukup (nilai 40-59), baik (60-79) dan sangat baik
(nilai >80).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekilas Wilayah Penelitian

remmasmarava  Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan
,,_‘ Tmmmeem™ Pusparahayu merupakan dua kecamatan
Tk |1ET° dari 17 kecamatan yang rawan tanah
longsor di  Kabupaten  Tasikmalaya
el (AntaraNews.com, 2012, BPBD Kabupaten
X Tasikmalaya, 2013; Tempo.co, 2014;
Utomo, 2014). Luas areal yang terancam
S SN longsor mencapai 73% di Kecamatan
. Cigalontang dan 49% di Kecamatan

5 3 Puspahiyang (BPBD Kabupaten

P e, Tasikmalaya, 2013). Dua desa dari dua
VAT j it kecamatan tersebut adalah Desa Jayapura

7 O A et dan Desa Pusparahayu. Desa Jayapura
= e | merupakan salah satu dari 14 desa di
T Kecamatan Cigolontang sedang Desa

Pusparahayu merupakan salah satu dari 8
desa yang ada di Kecamatan Puspahiyang.
Kedua desa terletak antara 600-700 meter
diatas permukaan laut dengan kondisi
geografi berbukit dengan lereng cukup
tajam, sedang penggunaan lahan
didominasi oleh pertanian (non sawah)
(BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2016).

Jumlah penduduk rata-rata 3749 jiwa dengan kepadatan mencapai 6,48
jiwa /ha atau 648 jiwa/km2 (Tabel 1). Melihat kepadatan penduduk daerah

Gambar 2. Peta Wilayah Kabu- paten
Tasikmalaya
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penelitian termasuk desa dengan kategori kepadatan tinggi atau lebih dari 400
jiwa per km2 (BPTPDAS, 2006). Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan
relative hampir sama, yaitu sekitar 1870-an. Mata pencaharian masyarakat
sebagian besar adalah petani/buruh tani, yang dapat diartikan kalau malam hari
penduduk selalu berada di rumah mereka. Dari data kependudukan dapat
dimaknai bahwa masyarakat di kedua desa lebih banyak tinggal di rumah
mereka, yang mana mereka harus selalu siap menghadapi bencana setiap saat.
Berdasarkan data luas wilayah yang terancam longsor (>73%), kepadatan
penduduk yang tinggi (>680 jiwa/km2), sebagian besar tinggal dikelerengan serta
jumlah penduduk perempuan cukup tinggi maka wilayah penelitian dapat
dimasukan dalam wilayah dengan kategori wilayah resiko tinggi ((BPTPDAS,
2006).

\
Rumah dan tanda bahaya Rumah dan kelerengan Kolam dan sawah

Gambar 3. Foto beberapa kondisi di lokasi penelitian

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Penelitian

Penduduk
Desa Kecamatan | Laki- | Perempuan | Jumlah | Kepadatan | Jiwa/KK Mata
laki (jiwa) (jiwa) | (jiwa/ha) Pencaharian
(iiwa)
Jayapura Cigalontang | 2042 1973 4015 6,79 3,11 Tani
Pusparahayu | Puspahiyang | 1782 1701 3483 6,71 2,00 | Buruh Tani
Rata-rata 1872 1837 3749 6,48 2,56

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Dalam Angka, 2016 (diolah).

Kapasitas Masyarakat

Kapasitas masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan
tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana. Kapasitas
merupakan elemen dari kerentanan dalam artian bahwa dengan meningkatnya
kapasitas berarti juga mengurangi kerentanan sekaligus mengurangi resiko
bencana. Nugraha, dkk. (2001) membedakan kapasitas masyarakat menjadi dua,
yaitu kapasitas individu dan kapasitas lembaga. Masing-masing kapasitas akan
ditentukan oleh berbagai aspek sebagaimana Gambar 4. Dari Gambar 4 terlihat
bahwa kapasitas individu ditentukan oleh tingkat pengetahuan, rencana aksi dan
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kearifan seseorang terhadap bencana. Semakin tinggi tingkat pengetahuan,
semakin tinggi rencana aksi dan semakin arif setiap individu akan resiko bencana
maka semakin baik kapasitas seseorang dalam menghadapi resiko bencana.
Demikian pula dengan kapasitas lembaga (desa), semakin baik nilai
kepemimpinan lembaga, fasilitasi yang diberikan serta infoormasi/kearifan yang
dimiliki oleh lembaga maka semakin baik kapasitas lembaga.

Pengetahuan
/ Indivi Kepemimpian
RencanaAksi [~/ Individu
Lembaga / < Fasilitasi
Kearifan Lokal
Informasi /
Kearifan Lokal

Gambar 4. Konsep Kapasitas Masyarakat (Nugraha, dkk., 2001)

1. Kapasitas Individu Masyarakat

Kapasitas individu adalah kemampuan atau kesanggupan atau kecakapan
seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.
Kapasitas individu merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktifitas
kerja dan sangat berhubungan dengan pengetahuan (knowledge) dan
keterampilan (skill) yang dimiliki oleh seseorang (Sutermeister (1976) dalam
Sagune, J., 2009). Hasil analisa data menunjukkan bahwa kapasitas individu
masyarakat di wilayah penelitian mencapai nilai rata-rata 63% (Tabel 2). Nilai
tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan individu dalam menghadapi resiko
bencana tanah longsor masuk dalam kategori baik. Dari tiga aspek yang
menentukan nilai kapasitas individu, aspek pengetahuan memiliki nilai baik (64%)
sampai sangat baik (100%), sedangkan aspek kearifan local dan rencana aksi
masih perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 2. Tingkat Kapasitas (kemampuan) Individu dalam menghadapi resiko
bencana tanah longsor

tanda-tanda akan terjadi
tanah longsor
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No Kapasitas Tahu/ Ada Tidak Tahu/ tidak Ada
% Responden Skor  Nilai % Responden Skor Nilai
a. Pengetahuan
1. Apakah sdr tahu bahwa 100 1 100 0 0 0
tempat tinggal sdr rawan
longsor
2. Apakah sdr mengetahui 64,3 1 64,3 35,7 0 0
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No Kapasitas Tahu/ Ada Tidak Tahu/ tidak Ada
% Responden Skor  Nilai % Responden Skor Nilai

3. Apakah longsor sering 100 1 100 0 0 0
terjadi ketika hujan

b.  Kearifan Lokal

4. Apakah sdr melakukan 42,7 1 42,7 57,2 0 0
deteksi dini akan bahaya
longsor

5. Apakah tersedia lembaga 0 1 0 100 0 0
Tim Tangguh Bencana di
masyarakat, khusus
bencana tanah longsor

¢.  Rencana Aksi

6. Apakah sdr tahu apa yang 90 1 90 10 10 0
akan dilakukan ketika
terjadi bencana

7. Apakah sdr tahu dan 43,9 1 43,9 57,1 0 0
tersedia  jalur  evakuasi
apabila terjadi bencana
Rata-rata Nilai 63,0 0

Sumber: Analisis Data Primer.
Keterangan: nilai <20 = sangat buruk; nilai 20-39 = buruk; nilai 40-59 = cukup;
nilai 60-80= baik; nilai >80 = sangat baik

Dari Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman individu
terhadap tempat tinggal dan tanda-tanda akan terjadi tanah longsor maupun
terhadap kejadian hujan sangat baik. Lebih dari 80% responden sangat
mengetahui bahwa mereka tinggal di areal yang rawan longsor dan >63% sangat
paham akan tanda-tanda terjadinya tanah longsor, termasuk pengetahuan
terhadap curah hujan yang berpotensi menimbulkan tanah longsor. Hal ini
dimungkinkan karena semua responden sudah tinggal di lokasi penelitian sejak
lahir dan sebagian besar sudah pernah mengalami kejadian tanah longsor. Selain
itu juga adanya pengaruh atau dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah, baik melalui penyuluhan maupun melalui media-media yang
lainnya. Hal ini juga dialami oleh wilayah-wilayah lain yang berpotensi terjadi
tanah longsor, seperti Kulonprogo (Donie, 2014); Purworejo (Sartohadi, 2008);
Tawangmangu (Setiawan, 2014).

Sagune (2009) dalam penelitiannya di Sangihe menemukan bahwa factor
pengetahuan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pembentukan kapsiatas
indivu seseorang. Hal ini juga dijumpai dalam penelitian bahwa >90% responden
tahu apa yang akan dilakukan apabila terjadi bencana (Tabel 2). Apabila terjadi
bencana tanah longsor hampir setiap responden menjawab mereka akan
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menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti mesjid, lapangan
terbuka, atau ke tempat lainnya yang mereka anggap aman.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa aspek kearifan local, khususnya ketersediaan
lembaga local dan kemampuan deteksi dini, serta aspek rencana aksi, khususnya
jalur evakuasi masih perlu ditingkatkan. Walaupun masyarakat di lokasi
pengamatan sangat tahu akan tanda-tanda tanah akan longsor akan tetapi
mereka tidak atau kurang tanggap melakukan deteksi dini. Demikian pula di
wilayah penelitian belum terbetuk lembaga khusus untuk melakukan deteksi dini
dan memberitahukannya ke masyarakat. Walaupun menurut informasi BPBD
Tasikmalaya sudah dibentuk Tim Tangguh Bencana akan tetapi masyarakat
belum tahu. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas individu maka
beberapa aspek yang kurang perlu untuk ditingkatkan agar resiko bencana tanah
longsor dapat dikurangi, sebagaimana yang terjadi di Desa Kalitelaga, Kabupaten
Banjarnegara (Haryadi, dkk., 2016).

2. Kapasitas Lembaga (Desa)

Suprayitno (2016) mengatakan bahwa penguatan kapasitas lembaga
merupakan upaya strategis untuk menjadikan bangsa yang tangguh dalam
menghadapi bencana. Terkait dengan kapasitas lembaga, hasil penelitian
menunjukkan bahwa kapasitas lembaga di wilayah penelitian baru mencapai nilai
rata-rata 42,95% (Tabel 3). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan
lembaga dalam menghadapi resiko bencana tanah longsor masuk dalam kategori
cukup. Dari tiga aspek kapasitas, yaitu aspek kepemimipinan, aspek fasilitasi dan
aspek informasi/ kearifan local, yang menonjol baru pada aspek kepemimpinan,
namun dari aspek lain masih perlu mendapatkan perhatian.

Terkait kapasitas lembaga aspek kepemimpinan, yang dominan baru
terlihat pada kegiatan penyuluhan dan kegiatan pada saat kejadian bencana.
Lebih 78% responden mengatakan bahwa sangat terbantu oleh lembaga (desa
dan BPBD) ketika terjadi tanah longsor, diantaranya berupa bantuan makanan,
pakaian, selimut dan kebutuhan primer lainnya. Selain itu, responden sangat
merasakan adanya manfaat dari kegiatan penyuluhan, sehingga mereka tahu
bahwa daerah mereka termasuk daerah berpotensi longsor dan tahu akan tanda-
tanda tanah akan longsor. Namun demikian, aspek kepemimpinan yang lain,
seperti peran dalam hal penyediaan peta sebaran daerah rawan longsor dan
peran lembaga pasca terjadi longsor masih perlu ditingkatkan. Diharapkan
dengan adanya peta sebaran wilayah longsor masyarakat akan lebih mudah
melakukan identifikasi (mitigasi) setiap saat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas lembaga dari aspek
fasilitasi masih dalam kategori buruk (<40%). Data penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar responden menjawab belum tahu adanya jalur-jalur
evakuasi yang dipersiapkan, sehingga ketika terjadi bencana mereka berusaha
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“kemana saja” untuk menyelamatkan diri. Demikian juga tentang peringatan
dini, beum semua lokasi memiliki alat peringatan dini.

Tabel 3. Tingkat Kapasitas (kemampuan) Lembaga (Desa) dalam menghadapi
resiko bencana tanah longsor

No Kemampuan Tahu/ Ada Tidak Tahu/ tidak Ada
% Skor  Nilai % Skor  Nilai
Responden Responden
a. Kepemimpinan
1. Apakah dilakukan 100 1 100 0 0 0
penyuluhan /sosialisasi

yang terkait dengan
bencana longsor

2. Apakah dibuatkan peta 14,3 1 14,3 85,7 0 0
sebaran wilayah berpotensi
longsor

3. Apakah dibuatkan tanda- 40 1 40 60 0 0
tanda bahaya dan larangan-
larangan

4.  Apakah ada peran lembaga 78,6 1 78,6 21,4 0 0
saat kejadian bencana

5. Apakah ada peran lembaga 35,7 1 35,7 64,3 0 0
pasca bencana

b.  Fasilitasi

6. Apakah dibuatkan jalur 0 1 0 100 0 0
evakuasi apabila terjadi
bencana

7.  Apakah ada system 40 1 40 60 0 0
peringatan  dini  terkait
tanah longsor

c.  Kearifan Lokal

8. Apakah ada lembaga 35 1 35 65 0 0
khusus dari desa terkait
bencana tanah longsor,
seperti Tim Tangguh
Bencana
Rata-rata Nilai 42,9 0

5

Sumber: Analisis Data Primer.
Keterangan: nilai <20 = sangat buruk; nilai 20-39 = buruk; nilai 40 - 59 = cukup;
nilai 60 - 80= baik; nilai >80 = sangat baik
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Dari aspek kearifan local, khususnya ketersediaanya lembaga tangguh
bencana, masih perlu ditingkatkan. Lembaga BPBD sudah membentuk
sukarelawan-sukarelawan, yang berasal dari pemuda setempat, namun demikian
keberadaan sukarelawan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam
berkomunikasi dengan masyarakat sehingga keberadaan sukarelawan ini dapat
diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
baru 35% responden yang mengetahui adanya tenaga sukarelawan di desa
mereka, 65% lainnya belum mengetahuinya. Hasil penelitian Benny, dkk., (2016)
di Desa Kalitelaga, Banjarnegara menunjukkan bahwa pembentukan tim tangguh
bencana dan system peringatan dini di beberapa lokasi yang rawan longsor
sangat membantu menurunkan resiko bencana tanah longsor (Haryadi, dkk,
2016). Oleh karena itu aspek fasilitasi dan aspek kearifan local untuk lokasi
penelitian masih perlu ditingkatkan agar resiko bencana di daerah penelitian
dapat dikurangi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Wilayah Desa Pusparahayu di Kecamatan Cigalontang dan Desa Jayapura di
Kecamatan Puspahiyang, termasuk wilayah rawan resiko bencana longsor
tinggi di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kapasitas individu masyarakat dalam menghadapi bencana di wilayah tersebut
mencapai nilai 63%, mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat
menghadapi resiko bencana tanah longsor berada dalam klasifikasi baik.
Sedangkan kapasitas lembaga (desa) di kedua desa tersebut baru mencapai
nilai 42,95%, atau masih dalam kategori cukup.

3. Aspek pengetahuan individu dinilai sangat baik (>80%), namun aspek kearifan
local dan aspek rencana aksi masih perlu ditingkatkan, terutama kemampuan
deteksi dini dan penentuan jalur evakuasi.

4. Aspek kepemimpinan dari lembaga dinilai cukup baik, terutama dari
parameter penyuluhan dan penanganan saat terjadi bencana, namun dari
aspek fasilitasi dan informasi kearifan local masih perlu ditingkatkan, terutama
dalam penyediaan informasi wilayah berpotensi longsor dan pemasangan
tanda-tanda larangan, pembuatan dan sosialisasi jalur evakuasi, sistem
peringatan dini, dan peningkatan kapasitas lembaga local melalui
pembentukan Tim Tangguh Bencana.

5. Untuk penurunan resiko bencana tanah longsor maka kapasitas masyarakat,
baik individu maupun lembaga perlu lebih ditingkatan, terutama penyediaan
jalur evakuasi, kemampuan deteksi dini dan pembentukan Tim Tangguh
Bencana.
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